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Abstract: Qiyas merupakan salah satu metode ijtihad yang yang memiliki peran penting dalam
penetapan hukum islam, terutama dalam merespon perkembangan praktik ekonomi dan keuangan
modern yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Dalam konteks perbankan syariah,
kompleksitas dan inovasi produk keuangan menuntut adanya pendekatan hukum yang adaptif
namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisisi
kedudukan Qiyas dalam perbankan syariah melalui kajian epistimologis dan metodologis, serta
menelaah perannya dalam penetapan hukum islam terhadap produk-produk perbankan syariah
kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif
dan filosofis, melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer berupa Al-qur’an,
hadits, serta literatur ushul figih, dan sumber sekunder berupa fatwa Dewan Syariah Nasional,
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi perbankan syariah, dan karya ilmiah yang relevan.
Hasil kajian menunjukan bahwa secara epistimologis, giyas memperoleh legitimasi sebagai
sumber hukum islam setelah Al-qur’an, sunnah, dan ijma’, dengan dasar rasionalitas hukum
('illat) yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Secara metodologis, penerapan Qiyas
dalam perbankan syariah berfungsi sebagai instrumen ijtihad untuk mengaitkan prinsip-prinsip
hukum klasik dengan realitas transaksi modern, seperti inovasi produk pembiayaan dan layanan
keuangan. Namun demikian, penggunaan qiyas dalam penetapan hukum produk perbankan
syariah harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan ketepatan penentuan ‘illat,
kesesuaian dengan magqasid al-shari‘ah, serta sinergi dengan metode ijtihad lainnya. Artikel ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam penguatan landasan epistemologis dan
metodologis qiyas, serta kontribusi praktis bagi pengembangan regulasi dan produk perbankan
syariah yang berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah.

Kata kunci: Qiyas, Perbankan Syariah, Ushul Figh, Penetapan Hukum Islam, Ijtihad.

Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah dalam sistem ekonomi global dan nasional
menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam.
Perbankan syariah tidak hanya dipahami sebagai institusi keuangan alternatif, tetapi juga sebagai
representasi penerapan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam aktivitas
ekonomi modern (Antonio, 2018). Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari ajaran Islam yang
menempatkan aktivitas mu‘amalat sebagai bagian integral dari ibadah sosial yang harus
dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Namun demikian, dinamika transaksi keuangan
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modern yang semakin kompleks menimbulkan tantangan besar dalam aspek penetapan hukum
Islam. Banyak produk dan layanan perbankan syariah kontemporer tidak ditemukan secara
eksplisit dalam Al-Qur’an dan Sunnah, sehingga memerlukan upaya ijtihad untuk menentukan
status hukumnya (Kamali, 2003). Kondisi ini menegaskan bahwa keberlangsungan perbankan
syariah sangat bergantung pada kemampuan metodologi hukum Islam dalam merespons
perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip normatif syariah. Dalam khazanah ushul
figh, ijtihad dipahami sebagai upaya maksimal seorang mujtahid dalam menggali hukum syar‘i
dari dalil-dalilnya yang terperinci. Salah satu metode ijtihad yang paling banyak digunakan oleh
para fugaha adalah qiyas. Qiyas secara terminologis didefinisikan sebagai penetapan hukum
terhadap suatu kasus baru (far‘) dengan cara menganalogikannya kepada kasus yang telah
memiliki ketetapan hukum (asl), karena adanya kesamaan ‘illat antara keduanya (Al-Syafif,
2005). Metode ini lahir sebagai respons atas keterbatasan teks dalam menjangkau seluruh
persoalan kehidupan manusia yang terus berkembang.

Sejak periode awal pembentukan hukum Islam, giyas telah menjadi instrumen penting
dalam penalaran hukum. Imam al-SyafiT menempatkan qiyas sebagai metode ijtihad yang sah
setelah Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma’‘, dengan syarat bahwa analogi tersebut tetap berakar pada
nash dan tidak bertentangan dengannya (Al-Syafi‘i, 2005). Pandangan ini kemudian diperkuat
oleh para ulama ushul figh seperti al-Ghazali dan al-Amidi yang menegaskan bahwa qiyas
merupakan manifestasi penggunaan akal dalam bingkai wahyu, bukan akal yang berdiri secara
independen (Al-Ghazali, 2010; Al-Amidi, 2003). Dalam konteks perbankan syariah, qiyas
memiliki relevansi yang sangat kuat. Produk-produk perbankan syariah modern seperti
murabahah, ijarah muntahiyah bi al-tamlik, musyarakah mutanaqisah, dan berbagai instrumen
pembiayaan lainnya merupakan hasil adaptasi akad-akad klasik yang dikenal dalam figh
mu‘amalat (Ascarya, 2020). Proses adaptasi tersebut tidak terlepas dari penggunaan qiyas
sebagai metode analogi hukum, di mana karakteristik transaksi modern disepadankan dengan
akad-akad klasik berdasarkan kesamaan substansi dan tujuan hukum. Penggunaan qiyas dalam
perbankan syariah menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual. Hal ini
sejalan dengan prinsip universalitas syariah yang dikenal dengan ungkapan salih li kulli zaman
wa makan. Namun, dinamika tersebut juga memunculkan perdebatan di kalangan ulama dan
akademisi mengenai batasan penggunaan qiyas. Sebagian pihak menilai bahwa penggunaan qiyas
secara berlebihan dapat membuka ruang subjektivitas dalam penetapan hukum, terutama jika
tidak didasarkan pada metodologi ushul figh yang ketat (Hallag, 1997).

Perdebatan mengenai qiyas tidak hanya berkaitan dengan aspek praktis penerapannya,
tetapi juga menyentuh dimensi epistemologis hukum Islam. Epistemologi qiyas berkaitan dengan
pertanyaan mendasar tentang sumber pengetahuan hukum Islam dan hubungan antara wahyu
dan akal. Dalam pandangan mayoritas ulama ushul figh, qiyas bukanlah sumber hukum yang
berdiri sendiri, melainkan metode penalaran yang berfungsi untuk menyingkap makna dan
tujuan hukum yang terkandung dalam nash (Kamali, 2003). Dengan demikian, legitimasi giyas
sangat bergantung pada kemampuannya menjaga keterkaitan antara teks dan realitas. Selain
aspek epistemologis, persoalan metodologis juga menjadi perhatian utama dalam penerapan
giyas pada perbankan syariah. Penentuan ‘illat hukum merupakan elemen kunci dalam qiyas,
karena kesalahan dalam mengidentifikasi ‘illat dapat berimplikasi pada kesalahan penetapan
hukum (Al-Ghazali, 2010). Dalam transaksi perbankan syariah, ‘illat hukum sering kali berkaitan
dengan unsur riba, gharar, dan maysir, yang harus dihindari dalam setiap produk keuangan
syariah (Karim, 2017).

Di Indonesia, peran qiyas dalam perbankan syariah dapat dilihat secara nyata dalam
fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa tersebut
menjadi rujukan utama bagi regulator dan praktisi perbankan syariah dalam mengembangkan
dan mengimplementasikan produk keuangan syariah (DSN-MUI, 2022). Dalam banyak fatwa,
DSN-MUI menggunakan pendekatan analogi terhadap akad-akad klasik sebagai dasar legitimasi
hukum produk perbankan syariah modern.Sebagai contoh, pembiayaan murabahah dalam
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perbankan syariah dianalogikan dengan akad jual beli dalam figh klasik, dengan penyesuaian
pada mekanisme pembayaran dan margin keuntungan (Ascarya, 2020). Demikian pula akad
ijjarah dalam perbankan syariah dipahami sebagai pengembangan dari konsep sewa-menyewa
yang telah dikenal dalam figh mu‘amalat. Analogi-analogi tersebut menunjukkan bahwa giyas
berfungsi sebagai jembatan metodologis antara tradisi hukum Islam klasik dan kebutuhan
ekonomi modern. Meskipun demikian, sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa
penerapan qiyas dalam perbankan syariah sering kali lebih menekankan aspek legal-formal akad
dibandingkan substansi dan tujuan hukum (Antonio, 2018). Hal ini berpotensi menimbulkan
praktik yang secara formal sesuai dengan syariah, tetapi secara substansial belum sepenuhnya
mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pendekatan qiyas perlu
dikombinasikan dengan pemahaman maqasid al-shari‘ah agar penetapan hukum produk
perbankan syariah tidak terjebak pada simbolisme hukum semata.

Perkembangan teknologi finansial (fintech) berbasis syariah tidak dapat dilepaskan dari
dinamika masyarakat modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan transformasi nilai
sosial. Perubahan tersebut sebelumnya juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan hukum
Islam, termasuk dalam transformasi ‘urf dari bentuk tradisional menuju digital ‘urf yang
menunjukkan adanya adaptasi nilai generasi kontemporer terhadap realitas baru (Zulbaidah et
al,, 2025a). Dalam konteks ekonomi dan perbankan syariah, transformasi digital menghadirkan
tantangan yang lebih kompleks karena bersentuhan langsung dengan sistem transaksi, akad, dan
tata kelola keuangan yang terus berkembang. Digitalisasi transaksi, penggunaan smart contract,
serta integrasi sistem keuangan global menciptakan bentuk-bentuk akad baru yang tidak secara
eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik. Kondisi ini menuntut pendekatan ijtihad yang lebih
adaptif dan komprehensif agar hukum Islam tetap mampu merespons perkembangan zaman
tanpa meninggalkan prinsip dasarnya (Kamali, 2003). Dalam situasi demikian, qiyas diuji
kemampuannya sebagai metode penetapan hukum Islam untuk menjembatani antara nash
normatif dan realitas teknologi yang berubah cepat. Penentuan illat hukum dalam kasus asal (asl)
dan penerapannya pada kasus baru (far‘) menjadi semakin kompleks ketika objek yang dianalisis
berbentuk sistem digital, algoritma, atau platform keuangan berbasis teknologi.

Urgensi penguatan metodologi giyas juga sejalan dengan kebutuhan harmonisasi antara
dimensi normatif dan aplikatif hukum Islam sebagaimana tercermin dalam sistem hukum
Indonesia yang mengintegrasikan orientasi kemaslahatan dalam regulasi (Zulbaidah et al,
2025b). Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, rekonstruksi sosial berbasis tauhid
menjadi landasan etis yang memperkuat tanggung jawab transendental dan sosial dalam
pengembangan sistem ekonomi syariah (Zulbaidah, 2024). Oleh karena itu, penerapan qiyas
dalam konteks perbankan syariah tidak hanya persoalan teknis-analitis, tetapi juga berkaitan
dengan tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga keadilan serta kemaslahatan. Secara
metodologis, penguatan qiyas tidak dapat dipisahkan dari disiplin ushul figh sebagai instrumen
utama istinbat hukum (Zulbaidah, 2025b). Pemahaman terhadap kaidah-kaidah lughawiyah juga
tetap relevan dalam menafsirkan konsep-konsep dasar akad dan muamalah yang menjadi pijakan
analisis hukum (Zulbaidah, 2025a). Dalam kerangka epistemologis yang lebih luas, pembahasan
tentang giyas merupakan bagian dari dinamika pembentukan otoritas dan metodologi hukum
Islam yang terus berkembang (Hallaqg, 1997).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kedudukan qiyas dalam perbankan syariah
memiliki urgensi teoretis dan praktis yang tinggi. Secara teoretis, kajian ini penting untuk
memperkuat landasan epistemologis dan metodologis giyas dalam ushul figh kontemporer agar
tetap relevan di tengah percepatan inovasi teknologi. Secara praktis, kajian ini berkontribusi
dalam memberikan arah bagi pengembangan produk serta regulasi perbankan syariah yang
responsif terhadap kebutuhan masyarakat digital, sekaligus menjaga integritas prinsip-prinsip
syariah sebagaimana ditegaskan dalam berbagai pedoman dan fatwa kelembagaan (DSN-MUI,
2022). Dengan demikian, artikel ini berfokus pada kajian epistemologis dan metodologis
mengenai kedudukan giyas dalam penetapan hukum Islam pada produk perbankan syariah,
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sebagai upaya mengisi kekosongan penelitian yang selama ini lebih dominan menyoroti aspek
praktis produk tanpa memberikan perhatian memadai terhadap fondasi teoritis penalaran
hukum yang melandasinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis
normatif (doctrinal research) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap
fenomena yang dikaji (Novianti, 2024). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan
pada pengkajian norma, konsep, serta metode penetapan hukum Islam, khususnya kedudukan
qiyas dalam perbankan syariah, baik dari aspek epistemologis maupun metodologis. Penelitian
yuridis-normatif menempatkan hukum sebagai kaidah atau norma yang dianalisis melalui
sumber-sumber hukum Islam dan regulasi yang relevan tanpa melibatkan pengumpulan data
lapangan (Soekanto & Mamudji, 2001). Pendekatan kualitatif memungkinkan analisis
komprehensif terhadap konsep, norma, dan berbagai perspektif dalam literatur ilmiah serta
dokumen hukum, dengan menekankan pada pemahaman konteks, interpretasi makna, dan
penelaahan sistematis terhadap data berbentuk teks. Penelitian ini mengombinasikan
pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan filosofis (philosophical approach).
Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep qiyds dalam ushul figh, meliputi
definisi, dasar legitimasi, unsur-unsur giyas (asl, far, hukum asl, dan ‘illat), serta kedudukannya
dalam hierarki sumber hukum Islam (Al-Syafil, 2005; Al-Ghazali, 2010). Sementara itu,
pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah aspek epistemologis giyds, khususnya relasi
antara wahyu dan akal dalam proses istinbat hukum serta rasionalitas hukum (‘illat) dalam
merespons dinamika produk perbankan syariah kontemporer (Hallag, 1997; Kamali, 2003).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan
hukum primer meliputi Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama hukum
Islam, kitab-kitab ushul figh klasik seperti Al-Risalah karya al-Syafi‘, Al-Mustasfa min ‘lIm al-Ustl
karya al-Ghazali, dan Al-Thkam fi Usul al-Ahkam karya al-Amidi, serta fatwa Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi rujukan normatif dalam penetapan
hukum produk perbankan syariah di Indonesia (DSN-MUI, 2022). Bahan hukum sekunder berupa
buku teks, artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar, dan penelitian terdahulu yang membahas
qiyas, ijtihad, ushul figh, serta perbankan syariah untuk memperkaya analisis teoretis dan
mengidentifikasi perdebatan akademik maupun celah penelitian (Novianti, 2023; Jamilah et al,,
2025; Antonio, 2018; Ascarya, 2020). Adapun bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum
Islam, kamus istilah figh, dan sumber daring akademik yang berfungsi memperjelas konsep dan
terminologi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan
menelusuri literatur klasik dan kontemporer secara sistematis, baik dalam bentuk cetak maupun
digital (Fatahillah et al., 2025). Penelusuran sumber dilakukan melalui repositori akademik serta
situs resmi lembaga otoritatif seperti DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (0OJK), dan Bank Indonesia
yang menyediakan regulasi serta pedoman resmi terkait perbankan syariah (O]K, 2023; Bank
Indonesia, 2023). Pendekatan studi literatur ini memungkinkan identifikasi konsep, teori, serta
kerangka normatif yang berkembang dalam berbagai kajian ilmiah (Fatahillah et al., 2025).
Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content
analysis) dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta hubungan antar gagasan
dari berbagai sumber yang dikaji (Fatahillah et al, 2025; Novianti, 2025b). Proses analisis
dilakukan secara deskriptif, kritis, normatif-argumentatif, serta menggunakan pola berpikir
deduktif dan induktif secara simultan (Novianti, 2020). Pola deduktif digunakan untuk menarik
kesimpulan dari prinsip umum ushul figh dan teori giyas menuju penerapannya dalam praktik
perbankan syariah. Sebaliknya, pola induktif digunakan untuk melakukan generalisasi dari
praktik penetapan hukum produk perbankan syariah sebagaimana tercermin dalam fatwa DSN-
MUI guna menilai relevansi dan batasan penggunaan giyas dalam konteks kontemporer (Ascarya,
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2020). Untuk menjaga validitas dan konsistensi hasil penelitian, digunakan triangulasi sumber
dengan membandingkan pandangan ulama ushul figh klasik, pemikir hukum Islam kontemporer,
serta praktik regulatif perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, pemanfaatan sumber literatur
cetak dan digital dilakukan dengan tetap memperhatikan validitas sumber, keaslian dokumen,
serta etika penelitian (Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025). Dengan metode ini, hasil
penelitian diharapkan memiliki kekuatan normatif-teoretis sekaligus relevansi praktis dalam
pengembangan produk dan kebijakan perbankan syariah yang sejalan dengan prinsip syariah dan
tujuan kemaslahatan.

Hasil dan Pembahasan
1. Kedudukan Qiyas dalam Sistem Penetapan Hukum Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa qiyas menempati posisi strategis dalam sistem
penetapan hukum Islam sebagai metode ijtihad yang digunakan ketika suatu persoalan hukum
tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam kerangka
ushul figh Kklasik, qiyas diakui oleh jumhur ulama sebagai metode penalaran hukum yang sah
setelah Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma’, dengan syarat bahwa analogi yang dilakukan memiliki dasar
‘illat yang jelas dan relevan (Al-Syafi‘T, 2005; Al-Ghazali, 2010). Secara epistemologis, legitimasi
giyas bersumber dari pemahaman bahwa nash bersifat terbatas, sementara realitas sosial dan
ekonomi manusia bersifat dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, penggunaan akal
dalam bentuk giyas dipandang sebagai instrumen untuk menyingkap tujuan hukum (magqgsad al-
hukm) yang terkandung dalam nash, bukan sebagai bentuk penetapan hukum yang terlepas dari
wahyu (Kamali, 2003). Temuan ini menegaskan bahwa qiyas bukan sekadar metode teknis, tetapi
bagian dari epistemologi hukum Islam yang mengintegrasikan wahyu dan rasionalitas. Dalam
konteks perbankan syariah, kedudukan qiyas menjadi semakin signifikan karena mayoritas
produk keuangan modern tidak dikenal dalam praktik mu‘amalat klasik. Oleh sebab itu, giyas
berfungsi sebagai jembatan metodologis antara konsep figh klasik dan praktik perbankan
kontemporer, sehingga hukum Islam tetap dapat diaplikasikan secara relevan tanpa kehilangan
legitimasi normatifnya (Hallag, 1997).

2. Qiyas sebagai Instrumen Metodologis dalam Penetapan Hukum Produk Perbankan
Syariah

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan giyas dalam perbankan
syariah dilakukan melalui proses analogi antara akad-akad klasik dalam figh mu‘amalat dengan
produk perbankan modern. Produk pembiayaan seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah
pada dasarnya merupakan pengembangan dari akad jual beli, sewa-menyewa, dan kerja sama
yang telah dikenal dalam literatur figh klasik (Ascarya, 2020). Sebagai contoh, pembiayaan
murabahah dalam perbankan syariah dianalogikan dengan akad jual beli murabahah dalam figh,
dengan ‘illat berupa adanya pertukaran barang dan keuntungan yang disepakati secara
transparan. Analogi ini digunakan untuk menegaskan keabsahan murabahah sebagai alternatif
pembiayaan yang bebas dari unsur riba, selama memenuhi syarat dan rukun jual beli yang
ditetapkan syariah (Antonio, 2018). Temuan ini menunjukkan bahwa qiyas berperan penting
dalam memberikan legitimasi hukum terhadap produk perbankan syariah. Namun demikian,
hasil kajian juga menunjukkan bahwa penerapan qiyas dalam perbankan syariah tidak dapat
dilakukan secara sederhana. Penentuan ‘illat hukum menjadi aspek krusial yang menentukan
validitas qiyas. Kesalahan dalam menetapkan ‘illat berpotensi menghasilkan analogi hukum yang
lemah dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan syariah (Al-Ghazali, 2010). Oleh karena itu,
penerapan qiyas harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap substansi transaksi, bukan
sekadar kesamaan formal akad.
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3. Implementasi Qiyas dalam Fatwa DSN-MUI tentang Produk Perbankan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) secara konsisten menggunakan pendekatan qiyas dalam menetapkan hukum produk
perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fatwa DSN-MUI yang menganalogikan
produk perbankan modern dengan akad-akad figh klasik sebagai dasar legitimasi hukumnya
(DSN-MUI, 2022). Sebagai contoh, akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik dianalogikan dengan akad
ijjarah yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan, yang dalam figh klasik dikenal melalui
kombinasi akad sewa dan jual beli. Analogi ini digunakan untuk menjawab kebutuhan
pembiayaan aset jangka panjang dalam perbankan syariah, seperti pembiayaan properti dan
kendaraan (DSN-MUI, 2022). Temuan ini memperlihatkan bahwa giyas memiliki peran sentral
dalam proses ijtihad kolektif yang dilakukan oleh DSN-MUIL Namun, hasil kajian juga
mengindikasikan bahwa pendekatan qiyas dalam fatwa DSN-MUI sering kali dipadukan dengan
metode ijtihad lain, seperti istihsan dan maqasid al-shari‘ah. Hal ini menunjukkan adanya
kesadaran metodologis bahwa qiyas tidak selalu mampu menjawab seluruh kompleksitas
transaksi keuangan modern secara mandiri, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih
integratif dan kontekstual (Kamali, 2003).

4. Tantangan Epistemologis dan Metodologis Penerapan Qiyas dalam Perbankan Syariah

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan qiyas dalam perbankan syariah
menghadapi sejumlah tantangan epistemologis dan metodologis. Secara epistemologis,
tantangan utama terletak pada bagaimana memastikan bahwa penggunaan akal dalam qiyas
tidak melampaui batasan nash dan tidak mengaburkan otoritas wahyu sebagai sumber utama
hukum Islam (Hallag, 1997). Sementara itu, secara metodologis, tantangan terbesar terletak pada
kompleksitas produk keuangan modern yang sering kali melibatkan multi-akad (hybrid
contracts) dan mekanisme transaksi yang tidak sepenuhnya sepadan dengan akad klasik. Dalam
kondisi ini, penerapan qiyas yang terlalu tekstual berpotensi menghasilkan legalitas formal tanpa
memperhatikan substansi dan dampak sosial-ekonomi transaksi tersebut (Antonio, 2018). Selain
itu, perkembangan teknologi finansial (fintech) berbasis syariah menambah kompleksitas
penerapan qiyas. Transaksi digital, penggunaan algoritma, dan otomatisasi sistem keuangan
menghadirkan bentuk-bentuk transaksi baru yang menuntut reinterpretasi konsep ‘illat hukum
secara lebih kontekstual dan substantif (OJK, 2023). Temuan ini menegaskan perlunya
pembaruan metodologis dalam penerapan qiyas agar tetap relevan dengan perkembangan
zaman.

5. Integrasi Qiyas dan Maqgasid al-Shari‘ah dalam Perbankan Syariah Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan qiyas dalam perbankan syariah perlu
diintegrasikan dengan maqasid al-shari‘ah untuk memastikan bahwa penetapan hukum produk
keuangan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan membawa kemaslahatan. Maqasid
al-shari‘ah berfungsi sebagai parameter evaluatif untuk menilai apakah suatu analogi hukum
benar-benar sejalan dengan tujuan syariah, seperti perlindungan harta (hifz al-mal) dan keadilan
ekonomi (Kamali, 2003).

Integrasi ini terlihat dalam kecenderungan fatwa-fatwa kontemporer yang tidak hanya
menekankan kesesuaian akad secara figh, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi dan
sosial dari QUESTIONS produk perbankan syariah. Dengan demikian, qiyas tidak lagi dipahami
sebagai metode analogi yang kaku, tetapi sebagai instrumen ijtihad yang dinamis dan
berorientasi pada kemaslahatan (Ascarya, 2020).
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2 Studi ini menyoroti peran giyas dalam QIYAS AND IJTIHAD IN| Kamali, M. H.
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transaksi keuangan digital dan inovasi fintech IN ISLAMIC FINANCE | Hassan, M. K.
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Emerging Issues
in Islamic
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Palgrave
Macmillan.
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langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Badan Syariah dalam
Pengawas Syariah dalam menegakkan prinsip Penerapan
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Kesimpulan

Artikel ini menegaskan bahwa giyas memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam
penetapan hukum Islam, khususnya dalam konteks pengembangan dan legitimasi produk
perbankan syariah kontemporer. Sebagai metode ijtihad yang bersumber dari ushil al-figh, qiyas
berfungsi menjembatani keterbatasan teks normatif dengan dinamika transaksi keuangan
modern yang terus berkembang. Dalam praktik perbankan syariah, qiyas memungkinkan para
ulama dan regulator syariah untuk memberikan kepastian hukum terhadap produk-produk baru
yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Sunnah, dengan cara mengaitkannya
pada kasus asal (asl) melalui penetapan ‘illah yang relevan. Namun demikian, hasil analisis
epistemologis menunjukkan bahwa giyas bukanlah metode yang bersifat absolut dan bebas nilai,
melainkan sangat bergantung pada ketepatan identifikasi ‘illah serta kerangka metodologis yang
digunakan. Dalam konteks perbankan syariah modern, kelemahan utama penerapan qiyas
terletak pada kecenderungan reduksi metodologis yang menekankan kesesuaian formal akad,
sementara aspek substansi keadilan, kemaslahatan, dan dampak ekonomi riil sering kali
terabaikan. Kondisi ini berpotensi melahirkan praktik legal-formalistik yang secara kontraktual
tampak sesuai syariah, tetapi secara substantif menyimpang dari tujuan utama hukum Islam.

Lebih lanjut, pembahasan metodologis dalam artikel ini menegaskan bahwa qiyas harus
ditempatkan dalam kerangka integratif, yakni tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi
dengan pendekatan maqasid al-shari‘ah. Integrasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa
analogi hukum yang diterapkan dalam produk perbankan syariah tidak hanya sah secara figh,
tetapi juga selaras dengan tujuan syariah seperti keadilan, keseimbangan, perlindungan harta,
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serta keberlanjutan sistem ekonomi. Dengan demikian, qiyas yang dikembangkan secara
magqasid-oriented dapat berfungsi sebagai instrumen ijtihad yang adaptif sekaligus normatif. Dari
perspektif praktik, artikel ini menunjukkan bahwa produk-produk perbankan syariah
kontemporer pada dasarnya merupakan hasil konstruksi qiyas figh klasik, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kualitas kepatuhan syariah suatu produk tidak hanya
ditentukan oleh bentuk akadnya, tetapi juga oleh ketepatan metodologi giyas yang digunakan
dalam proses penetapan hukumnya. Hal ini menegaskan bahwa diskursus tentang giyas dalam
perbankan syariah tidak boleh berhenti pada tataran teoritis, melainkan harus diarahkan pada
evaluasi Kritis terhadap praktik dan implikasi ekonominya.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dipaparkan, artikel ini merekomendasikan
beberapa hal. Pertama, lembaga fatwa dan dewan pengawas syariah perlu memperkuat kerangka
metodologis giyas dengan memasukkan pertimbangan maqasid al-shari‘ah secara eksplisit dalam
proses penetapan hukum produk perbankan syariah. Kedua, pengembangan produk perbankan
syariah hendaknya tidak hanya berorientasi pada inovasi kontraktual, tetapi juga pada
pencapaian kemaslahatan ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Ketiga, penelitian selanjutnya
disarankan untuk mengkaji penerapan qiyas secara empiris melalui analisis fatwa, regulasi, dan
praktik operasional perbankan syariah di berbagai yurisdiksi, guna memperkaya diskursus
akademik dan memperkuat relevansi praktis ekonomi Islam kontemporer. Dengan demikian,
artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan metodologis dalam
pengembangan studi ushiul al-figh serta kontribusi praktis bagi penguatan integritas dan
kredibilitas perbankan syariah di era modern.
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